
 
 

 
 
 

 
PERATURAN WALIKOTA SABANG 

 NOMOR 18 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN  

PULAU-PULAU KECIL KOTA SABANG  

TAHUN 2012-2032 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA SABANG, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dipandang 

perlu mengatur Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil Kota Sabang Tahun 2012-2013; 

   b.   bahwa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Kota 

Sabang wajib dikelola secara bertanggungjawab, dengan 

melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat 

dalam menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, 

agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil 

guna, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat; 

   c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Sabang tentang Rencana Strategis Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sabang Tahun 2012-

2032; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 

 
    3. Undang- … 

SALINAN  

WALIKOTA SABANG 



- 2 - 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3299);  

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3427);  

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3501);  

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3647);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);  

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4377); 

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433); 

11. Undang- ... 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4739); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3776);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3816);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang 

Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal 

Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4211);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  

18. Keputusan … 
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18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung;  

19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

61); 

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 

Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-

pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat; 

21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Kep.34/Men/2002  tentang Pedoman Umum Perencanaan 

Pengelolaan Pesisir Terpadu; 

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012-
2032. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota 

Sabang. 

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah 

Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat 

Daerah Kota. 

3. Walikota adalah Walikota Sabang. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kota.  

5. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota. 

6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut. 

7. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah 

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan 

strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 

indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat 

nasional. 

8. Rencana … 
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8. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

yang selanjutnya disebut RSWP-3-K adalah rencana yang 

memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan 

perencanaan  pembangunan melalui penetapan tujuan, 

sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan 

dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 

tingkat nasional. 

9. Sumber daya pesisir adalah sumberdaya alam hayati 

seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non 

hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-

jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam 

yang terdapat di wilayah pesisir.  

10. Perairan Pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan 

daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai 

dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, 

payau dan laguna. 

11. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas 

kurang lebih 2.000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km 

beserta kesatuan ekosistim disekitarnya yang terpisah 

dari pulau induk. 

12. Rencana strategis memuat arah kebijakan lintas sektor 

untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui 

penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target 

pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk 

memantau rencana tingkat nasional. 

13. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Kota Sabang, yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Kota 

Sabang adalah salah satu dokumen strategis Kota  untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

 

 

Pasal 2 

(1) RSWP-3-K merupakan rencana yang memuat arah 

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan 

strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 

indikator yang tepat untuk pengeolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. 

(2). RSWP-3-K … 
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(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang 

memuat: 

a. BAB I Pendahuluan. 

b. BAB II  Proses dan Kerangka Pendekatan. 

c. BAB III  Gambaran Umum Kota Sabang. 

d. BAB IV Kerangka Kebijakan Strategi. 

e. BAB V Kaidah Pengelolaan. 

 

Pasal 3 

RSWP-3-K dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai 

berikut :  

a. keberlanjutan; 

b. konsistensi; 

c. keterpaduan; 

d. kepastian hukum; 

e. kemitraan; 

f. pemerataan; 

g. peranserta masyarakat;  

h. keterbukaan;  

i. desentralisasi;  

j. akuntabilitas; dan 

k. keadilan. 

 

Pasal 4  

 RSWP-3-K dilaksanakan dengan tujuan:  

a. pembangunan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak 

dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya 

wilayah pesisir secara berkelanjutan; 

b.  konservasi ekologis, yaitu melindungi dan memperbaiki 

ekosistem wilayah pesisir Kota Sabang; 

c. pembangunan ekonomi, yaitu mengembangkan sistem 

pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, 

efisien dan berkelanjutan; dan 

d. administrasi … 
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d. administrasi yaitu meminimalkan adanya konflik 

pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah 

pesisir, sehingga dapat dicapai suatu keterpaduan dan 

keberlanjutan program. 

 

Pasal 5 

(1)  Peraturan Walikota ini diberlakukan bagi seluruh wilayah 

Kota yang seluruhnya berada di wilayah pesisir sehingga 

seluruh dokumen perencanaan yang dibuat merupakan 

perencanaan di wilayah pesisir Kota.  

(2)  Perencanaan di wilayah pesisir Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) lebih berorientasi kepada 

pembangunan wilayah daratan dan hanya sedikit yang 

berorientasi pada pembangunan wilayah pantai dan 

perairan.  

 

Pasal 6 

(1)  RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan pembangunan jangka panjang dan RPJM kota 

sabang. 

(2)  Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau 

kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun. 

 

 

Pasal 7 

Pembiayaan pengelolaan wilayah pesisir dapat berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota ; dan /atau 

b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 8 

(1)  Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah 

pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan  

pengawasan dan pengendalian. 

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Masyarakat ... 
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(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu 

pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir. 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. 

 

 

Ditetapkan di Sabang 
pada tanggal 24 September 2012 

 

WALIKOTA SABANG, 
 
  ttd 

 
ZULKIFLI H. ADAM 

 
 
 

Diundangkan di Sabang 
pada tanggal 24 September 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

 

ttd 
 

       AMIRUDDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 18 

  


